
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1263, 2018 KEMEN-ATR/BPN. Pertimbangan Teknis 

Pertanahan. 

 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  15  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dan 

penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, perlu dilaksanakan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan; 

b. bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas 

pelayanan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah 

telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik; 

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian pelayanan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis 

Pertanahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang 

Pertimbangan Teknis Pertanahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 

pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/             
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Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang  

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan; 

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);   

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 573); 

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 500); 

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431); 

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun  2018 tentang Izin 

Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1022); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan  Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan 

yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 

memperhatikan kesesuaian tata ruang.  

2. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk 

usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai 

izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah 

tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 

3. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 

RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota. 
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4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu. 

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 

Komersial atau Operasional. 

7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

10. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya 

disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang 

pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, 
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